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KONSEP UMUM TENTANG TA'WIDH

PADA KARTU KREDIT SYARIAH

A. Pengertian Ta'widh
1. Definisi Ta'widh

Secara bahasa, kata'widh berasal dari kataatvwadha(u=3<),
yang artinya mengganti atau membayar kompens&cara umum
pengertian ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan lkerugi yang dapat
diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk reesigh pembayaran
dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadeka adanya peluang
yang hilang.

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mersildini
ta’'widh. Menurut Wahbah al-Zuhailya’'widh adalah menutup kerugian
yang terjadi akibat pelanggaran atau kekelirdaiwidh yang dimaksud
untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupadh atau dapat
berupa uang tunai.

Menurut Subekti dalanHukum Perjanjian,sebagaimana dikutip
dalam bukunya Bagya Agung Prabowa’widh menurut hukum positif

menyangkut tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bungeay8 adalah segala

! Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor,Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.tt., Cet. keddm. 1332.

2 Bagya Agung PrabowoAspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah,Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta (Anggota IKAPIp12, Cet. ke-1, him. 69



pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudetudikan oleh salah
satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakaanig-barang milik
kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ti#biSedangkan bunga
adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudsyahgkan atau
dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika bagatersebut sudah
mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga péiedoeya’

Penuntutanta’'widh oleh undang-undang diberikan ketentuan-
ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan daawdh. Ketentuan
tersebut merupakan pembatasan yang boleh dituetdgsita'widh.
Pembatasarta’'widh hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan
merupakan akibat langsung dari wanprestasi mengeoaitoir?

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa blganti rugi
(ta'widh) ada pada perjanjian, ganti rugia'¢vidh) ditetapkan untuk
melindungi hak-hak individu, yang bertujuan untukengganti dan

menutupi kerugian.

2. Dasar Hukum Ta'widh

a. QS. Al Maidah (5):1
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad. i...”

b. QS. Al-Bagarah (2); 279-280 :
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Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan gibea),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan enangimu.
Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), kmabagimu
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidakapdlaniaya.
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukardmaka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan meekehkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagifika kamu
mengetahui.®

c. Hadist Nabi Saw:
e V5 572 ¥ O o Ml 525 0

Artinya:

® Tim Syamil Al-Quran,Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir per KatBandung: Sygma
Publishing, 2010, Cet. ke-fiim. 106.
® Ibid., him. 47.



“Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw mepktm
bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri darakidoleh
pula membahayakan orang lai.”

d. Kaidah Figh
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Artinya:

“Asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai adié glang
menunjukkan keharamanny4.”
I 378

Artinya:

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

3. Syarat Sah Ta'widh
Syarat sahnyata'widh adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang aksud yaitu biaya-
biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihak yang seharusnya
dikeluarkan. Jumlah atau besarngéwidh sesuai dengan nilai kerugian
riil (real loss)yang pasti dialam(fixed cost)dalam transaksi tersebut dan

bukan kerugian yang diperkirakan akan terjgubtential loss)karena

" CD Room Hadis, "Sunan Ibn Majah”, hadis no. 23&larth Maus7at al-Hadits al-
Syalff, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997
8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalaVienyelesaikan
Masalahg—masalah yang Prakti3akarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, €&, kim. 10.
Ibid,. him.16.



adanya peluang yang hilan@pportunity lossatau al-furshah al-dha
i'ah).*°

Menurut Wahbah al-Zuhaily, ketentuaga'widh secara umum
terbatas pada: menutup kerugian dalam bentuk béitdaar, bahaya,
seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadhukembali seperti
semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda ydipecahkan
menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulibkiikan, maka wajib
menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) dgagan uang.
Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yaglgrh pasti di masa
akan datang atau kerugian immaterial, maka merketgntuan hukum
figih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakaifwidh). Objekta'widh
adalah harta yang ada dan konkrit serta berhaigmkdn syariat untuk
memanfaatkannyd}.

Praktek penentuata’'widh (ganti rugi) di BNI Syariah Kantor
Cabang Semrang didasarkan pada Fatwa DSN MUI N@MSN-MUI
/VIII/2004 tentang ta'widh, dimana Dewan Syariah Nasional
membolehkan penerbit kartu kredit untuk mengenakeya ta'widh,
yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikdtaarpihak BNI Syariah
akibat dari keterlambatan pemegang kartu dalam ragantkewajibannya
yang telah jatuh tempo. Dibolehkannigwidh didasarkan kepada Al-
Quran, hadis dan pendapat para ulama, seperti WaBbhaily dalam

kitab Nazariyah Al-DhamanAbd Hamid Mahmud Al-Ba’li dalam kitab

9 Bagya Agung Prabowap cit.,him. 70.
1 bid.



Mafahim Asasiyyah Fi Al-Bunuk Al-Islamiyalsham Anas al-Zaftawi

dalam kitabHukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Figh al-Islami.

4. Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/V111/2004 tentang Ta'widh
a. Berdasarkan fatwa ketentuaria’'widh terbagi menjadi dua antara
lain:*?
1) Ketentuan Umum.

a) Ganti rugi (@'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukamatsegang
menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkangiemu
pada pihak lain.

b) Kerugian yang dapat dikenakdaa'widh adalah kerugian riil
yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

c) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikelhan dalam
rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

d) Besar ganti rugité@’'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian
riil (real los9 yang pasti dialamifiked cost dalam transaksi
tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan aieajadi

(potential losy.

2 Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang GaRRugi (Ta’'widh), him. 5.



e) Ganti rugi (a'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi
(akad) yang menimbulkan utang piutartai(), seperti salam,
istishna’ serta murabahah dan ijarah.

f) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugyaha
boleh dikenakan olebBhahibul malatausalah satu pihak dalam
musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah tefapi
tidak dibayarkan.

2) Ketentuan Khusu§

a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS atagiakui
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang meneramany

b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dekegagian
riil dan tata Cara pembayarannya tergantung kes¢pakpara
pihak.

c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkaradalakad.

d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atasabpeykara
dan biaya lainnya yang timbul akibat proses persgaden

perkara.

b. Pendapat Para Ulama Mengemaiwidh
Para ahli figih sepakat pendapat beberapa ulamtekgorer
tentangta'widh yang tertera di dalam fatwa; antara lain sebagai

berikut:

3 Ibid,. him. 6.



1) Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitéézariyah al-
Dhamanyang terdapat dalam fatwa DSN MUl NO. 43/DSN-

MUI/VII1/2004, yaitu:**
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Artinya:

“Al-Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjad
akibat pelanggaran atau kekeliruan” (87).
“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dalpatupa:
a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaseperti
memperbaiki dinding...
b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kemdeierti
semula selama dimungkinkan, seperti mengembali@adayang
dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tertebulit

¥ bid,. him. 4.



dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benday ysama

(sejenis) atau dengan uang” (93).
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadikgaugian yang
belum pasti di masa akan datang atau kerugian irenigt maka
menurut ketentuan hukum figh hal tersebut tidak atagiganti
(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganigi adalah harta
yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syaruntuk
memanfaat-kannya” (96).

2) Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li juga berpendapat dal&itabnya
Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyghang dikutib fatwa DSN

MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/20041°
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Artinya:
“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orarapng mampu
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara rikiteat penundaan
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis keterlambatan
pembayaran tersebut.”

3) Pendapat ulama yang membolehk&iwidh sebagaimana yang dikutib

dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VII1/200%°
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Artinya:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syetn dan kerugian
itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedamgkpenjatuhan sanksi
atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayamak takan
memberikan manfaaat bagi kreditur yang dirugikanen®ndaan
pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itwgyepnya stastus
hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab rogggtang jawab
atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashenurut

mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggoaga (nilai)
barang tersebut bila rusak.”

B. Kartu Kredit Syariah
1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit sering disebut dengamedit card (bahasa Inggris)
yang berarti kartu kredit, dimana dalam kamus BaHaslonesia kartu
berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya ktedit adalah
pinjaman'’ Sedangkan dalam bahasa Arab kartu kredit seringbdt
dengarbithaqah al-i'timan ataubithagah al-igrad Bithagah dalam kamus
bahasa Arab berarti kertas/kariltiman secara bahasa berarti kondisi
aman dan saling percaya, dagradh dalam bahasa Arab berarti
peminjamart® DalamIslamic financekartu kredit dikenal dengan istilah

Islamic cardatau syariah card yang berarti kartu kredit syariah

'7's. WojowasitoKamus Besar Bahasa IndonesMalang: CV. Pengarang, 1999, him.
154-194.

8 Munawir AF dan Adib Bisri,Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia
Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, him. 36-265.



Black’s Law Dictionarymemberi pengertian bahwa kredit adalah
kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkay @au
memperoleh barang-barang secara tepat waktu, Selakizat dari
argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, selpginya keandalan
dan kemampuan membayarriya.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis dari katastik yang
dikeluarkan oleh bank. Kartu plastik adalah kar&ng diterbitkan oleh
bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapandign sebagai alat
pembayaran atas transaksi barang atau jasa atgamerkeabsahan cek
yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarik&unai.
Berdasarkan fungsinya, kartu plastik dapat digdtangsebagai berikut:
credit card charge carddandebit card®

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBZ2t&htang
perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/112B8% tentang
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengaggomeakan kartu,
menetapkan bahwa pengertian Kartu Kredit adalath péambayaran
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan umelakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suagiaken ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untukkolela penarikan
tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kipnuhi terlebih
dahulu olehacquirer penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakatk li@ngan

19 Johannes IbrahinKartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan KejahataBandung:
PT. Refika Aditama, 2004, Cet. ke-1, him. 7-8.
0 Dimyauddin Djuwainiop cit.,him. 280-281.



pelunasan secara sekaligushdrge cadl ataupun dengan pembayaran
secara angsuran.

Black’'s Law Dictionarymemberi pengertian bahwaedit card
sebagai berikut?

“Apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang diganauntuk
upaya memperoleh uang, property/kebendaan, tenaga ktau jasa
secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, ¢@ks wesel atau instrument
lainnya yang dicairkan.”

SedangkanDictionary of Economicsmenguraikan pengertian
credit cardsebagai berikuf®

“Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yangurthkan
pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikekan oleh Bank
komersial, jaringan hotel, dan pedagang.”

John Marti dan Anthony Zeilenger mengemukakan peaiga
tentang kartu kartu kredit sebagai berift:

“Dalam periode yang panjang telah diramalkan alesyadi suatu
komunitas tanpa menggunakan uang. Pertama, telabulkdan cara
pembayaran tunai (koin dan Banknotes) akan digamtidengan alat
pembayaran berupa cek, bilyet giro sebagai pengdant uang kertas;

kemudian, alat pembayaran ini akan digantikan &dttu kredit, dalam

L Tim Redaksi Pustaka Yustisia (penyuntirigpdate Kumpulan Peraturan Perbankan
Terbaru tentang Kartu Kredityogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, Getl khim. 115-
118.

22 Johannes Ibrahinop cit.,him. 9.

%% |bid., him. 10.

2 |bid.



format uang plastik; dan terakhir akan digantikdehdberbagai macam
system pembayaran elektronika.”

A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu menjelaskan peiageaedit
card sebagai berikut®

“Kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga Igeng
diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uamrgany atau jasa
secara kredit.”

Dari definisi di atas, dapat penulis simpulkan babwrtu kredit
ataucredit cardadalah uang plastik yang diterbitkan oleh suastitursi
yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoletitk atas
transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dilakiukan secara
angsuran dengan membayar sejumlah burfjzanCe charge)atau

sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

. Syariah Card

Pengertian Kartu Kredit Syariah yang di Indonesieial dengan
istilah “Syariah Charge Cardtidak jauh Beda dengan pengertian kartu
kredit yang telah dikemukakan di atas. Dalam Fafawan Syriah
Nasional Majlis Ulama Indonesia Nomor: 42/DSN-MWQ2 tentang
Syariah Charge Cargdikemukaarf®

Syariah Charge Carge adalah fasilitas kartu talanggang

dipergunakan oleh kartu (hamil al-bithagah) sebagdat Bayar atau

261.

25 hid.
26 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariafiakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. ke-1, him.



pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertgrang haru dibayar
lunas kepada pihak yang memberikan talangan (musaldbithagah)
pada waktu yang telah ditetapkan.

Dari devinisi tersebut dapat dipahami bah®gariah Charge
Cargeatau kartu kredit syariah adalah kartu yang dajprindikan sebagai
alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau njema uang tunai
sebagai utang (talangan) yang harus dilunasi paaktuwyang telah
ditentukan. Dengan demikian, ada dua kegunaan Slgriah Charge
Carge,yaitu?’

a. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang #dakwleh
pemegang kartu;

b. Sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tefgpapat yang
ditentukan oleh penerbit kartu.

Baik pembayaran transaksi maupun utang tunai yaitayikd
dengan kartu terebut kedua-duanya merupakan ut@t@ngan) yang
harus dilunasi pada waktu yang ditentukan.

Akan tetapi, dalam Fatwa Dewan Syari‘ah Nasiongli§¢bdllama
Indonesia Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 TentangSyariah Card”

menjelaskan Pengertian sebagai berfRut:

2" Ahmad Wardi MuslihFigh Muamalaf Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, Cet. ke-1,
him. 601.

%8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2066tang Syariah Card”,
him. 10.



“Syariah Cardadalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit
yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sadi@hantara para
pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimanardiatam fatwa ini.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulieiwa kartu
kredit syariah adalah jenis kartu yang dapat diganasebagai alat
pembayaran transaksi jual beli barang atau jasaamh pelunasan atau
pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dewgem mencicil
sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antmra pihak
berdasarkan prinsip syariah

3. Pihak-Pihak Terkait Dalam Kartu Kredit

Dalam sistem kerja kartu kredit, bebarapa pihakgysetlibat di
dalamnya adalah:

1. Card Centeryaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarka
kartu kredit maupun yang membayar.
Card Centersebagai pihak pihak penerbit kartu kredit mempunya
kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang aawajau Bills

yang disodorkamierchant(penjual).

c. Memberikan kepada pemegang kartu kredit terhadatapse

tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasagtyapsbulan.

29 Miranda Nasihin,Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaémgyakarta:
Buku Pintar, 2012, Cet. ke-1, him. 71.



d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit bbetda lainnya
yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemuddiaamn
pemegang tersebut.

2. Merchant, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat
perbelanjaan, hotel, tempat hiburan, retoran atmlagang dan tempat
penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat peganjenganny’
Kewajiban-kewajiban daierchantadalah:

a. Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untukmbedi
barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.

b. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasatenpenggunaan
dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.

c. Menginformasikan kepada pemegang/pembeli baramagfestang
chargetambahan selain harga jika ada. Misaleparge tambahan
sekian persen dari harga penjualan terhadap peanbelengan
memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis proeiéntu.

d. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepadaefbit
kartu kredit.

3. Card Holder, yaitu sebagai pemegang kartu kredit yang namanya
tertera di dalam kartu tersebut dan yang berhalgmerakannya untuk
berbagai keperluan transaRSikewajiban-kewajiban pemegang kartu

kredit adalah

%% bid., him. 73-74.

31 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnyakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005, Cet. ke-1, him. 319.

%2 Miranda Nasihinpp. cit.,him. 72-73.



a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yaetgbihi batas
maksimum.

b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan pieak penjual
barang/jasa.

c. Melakukan pembayaran kembali harga pembeli seseaigah
tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.

d. Melakukan pembayaran-pembayan lainya, seperti yaarggkal,

uang tahunan, ganti rugi, dan sebagainya.

4. Landasan Hukum Kartu Kredit

Dipandang dari sudut syariah, maka dalam penggurkaatu
kredit telah terjadi tolong menolong, dimana penmgg&artu tertolong
dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang jiegtolong dengan
terjualnya barang dagangan yang pembayarannyaulldakoleh pihak
penerbit kartukredit syariah.

Dalam peraturan Ketua Bapepam dan LK, penerapamsipri
syariah dalam usaha kartu kredit tidak diterangtengan jelas. Pasal 6
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danalganteuangan
Nomor: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Usaha PaasaPembiayaan
Berdasarkan Prinsip Syariah hanya menyatakan bblsaha Kartu Kredit

yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syaftiah.

% Miranda Nasihinpp cit.,him. 79.



Namun begitu, menurut Khotibul Umam, prinsip sghridapat
diterapkan pada usaha kartu kredit dengan mengaata letentuan fatwa
DSN MUI yang menyatakan bahwa penggunaan Kkartuitkdriah
dibolehkan asal memenuhi berbagai ketentuan yaatagkart*

Dari ketentuan akad dalam fatwa dimaksud, yaitwaadkad yang
digunakan dalamsyariah cardadalah:

1. Kafalah dalam hal ini Penebit kartu adalah penjarthafil) bagi
pemegang kartu terhaddyerchantatas semua kewajiban Bayar
(dayn) yang timbul dari trnsaksi antara Pemegang karngale
Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM
bank Penerbit Kartu. Atas pemberigafalah,Penerbit Kartu dapat
menerima fedujrah kafalah)

Dasar hukum untuk akad ini adalah:

1) Al-Quran
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Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan pialga dan
barang siapa yang dapat mengembalikannya akan mehebe
makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin deyraya”.
(QS. Yusuf: 72)°

2) Al-Hadis

% Miranda Nasihinloc. cit
% Tim Syamil Al-Quranpp. cit, him. 244.
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Artinya:

Salamah bin Akwa ra berkata: “Kami duduk di samphagbi
SAW kemudian didatangkan jenazah. Orang-orang lerka
“Ya Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, pakah ia
mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau

bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” Mereka

menjawab, “Tidak”. Maka beliau menshalatinya. Kenaund
didatangkan jenazah yang lain. Mereka berkata,
Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, “Apdkadia

mempunyai hutang?” Mereka menjawab, “Ya”. Beliau

bertanya lagi, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?&rgka
menjawab, “Tiga dinar.” Kemudian beliau menshalatn
Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Merekéabe,
“Ya Rasulullah, shalatkan dia.” Beliau bertanya, pakah dia
meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak”.li8e
bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai hutang?” Meaek
menjawab, “Tiga dinar.” Beliau bersabda, “Shalathateman
kalian ini.” Abu Qatadah berkata, “Shalatilah diaya



Rasulullah, dan aku yang menjamin hutangnya.” Makdéiau
pun menshalatinya.” (HR. Bukhar.

2. Qardh dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi piga
(mugridh) kepada Pemegang Kartumigtaridh melalui
penarikan tunai dari bank atau ATM bank PenerbitiKa
Landasan syar'i datardhadalah®’

1) Al-Quran
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Artmya
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan
Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang banyalQsS. al-
Bagarah [2]: 245

2) Al-Hadis
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Artinya:

“Dari Ibnu Mas’'ud bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah
seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim
yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedkan)
seperti sedekah satu kal{HR. Ibnu Majahj®

% CD Room Hadis, "Shahih al-Bukhari”, hadis no. 2i#lamMaus?at al-Hadts al-
Syalff, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

37 Miranda Nasihinpp. cit, him. 80.

% Tim Syamil Al-Quranpp. cit, him. 39.

%9 CD Room Hadis, "Sunan Ibn Majah”, hadis no. 24t2lamMaus7'at al-Hadts al-
Syalff, loc. cit.



3. ljarah: Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa
sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegahg K
Atas ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakanembership fee
Landasan syar’i diperbolehkannya akjadah:

1) Al-Quran
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Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain  boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.[QS. ath-Thalaq [65]: 6

2) Al-Hadis
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Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: Alla
berfirman, ‘Ada tiga orang yang Aku menjadi musuhny

“% Tim Syamil Al-Quranpp. cit, him. 66.



pada hari kiamat: seorang yang memberi janji kep&da
kemudian mengkhianati; seorang yang menjual orang
merdeka lalu memakan hartanya; dan seorang yang
mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itahel
menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak merkberi
upahnya.”(HR. Bukhari)**

41 CD Room Hadis, "Shahih al-Bukhari”, hadis no. 20@8lamMaus7’at al-Hadits al-

Syalff, loc. cit



